
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan 
Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang 
Perubaban Atas Pcraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkaL 
Daerah Kota Keudari, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Sena Tata Kerja Ketahanan Pangan Kota Kendari; 

Mengingat l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Dacrah Tingkat LI Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nornor 
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahnn 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 5954); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pernerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Rcpublik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 20 l 5 ten tang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nornor 114, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187); 
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Dalam Peraturan Walikota.ini, yang dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Kendari. 
2. Pernerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memirnpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanga:n Pemerintah 
Kota Kendari. 

3. Waliketa adalah Walikota Kendari. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kcndari. 
5. Dinas adalah lJinas Ketahanan Pangan Kota Kendari. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari. 
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari. 
8. Unit Pelalcsa:na Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur 

pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkup Dinas Ketahanan 
Pangan Kota Kendari. 

9. Jabatan Fungsional adalah sekelornpok jabatan yang berisi fungsi clan 
tugas berkaitan rlengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian clan keterampilan tertentu di lingkup Dinas Ketahanan Pangan 
Kota Kendari 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANJSASI, TOGAS DAN FUNGSl SERTA TATA 
KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA KENDARI 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nemer 
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Ncgcri Nemer 120 Tahun 2018 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2018 Lentang Pembentukan 1-'roduk Hukurn Daerah 
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2018 
Nomor 157): 

7. Peraturan Menteri Pertanian Nemer 43/Permentan/ 
OT.010/8/2016 tentang Pedornan Nomenklatur, 
Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas 
Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaterr/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nornor 1330); 

8. Peraturan Dacrah Kota Kcndari Nomor 10 Tahun 2019 
tentang Perubahan Peraturan Daerah Nemer 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari 
Tahun 2019 Nomor 10): 



Dinas bertugas mernbantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewcnangau daerah dan tugas pcmbantuan di bidang ketahanan 
pangan. 

Pasal 6 

(1) Dinas rnerupakan unsur pelaksana urusan pernerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerab. 

(2) Dinas dipimpin oleb KepaJa Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 5 

Baglan Kesatu 
Kedudukan Organlsasi 

BABW 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

(1) Perangkat Daerah dik.lasifikasikan atas Tipe B. 
(2) Penentuan tipe Dinas eebagaimana dirnaksud pada ayat (1), berdasarkan 

hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 
Ketahanan Pangan. 

(3) Penentuan intcnsitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), clilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 
peru ndang-undangan. 

Pasal 4 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Nomenklatur Perangkat Daerah yang rnelaksanakan urusan pemerintahan 
bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah 
Dinas Ketahanan Pangan. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Perangkat Daerah yang rnelaksanakan urusan pernerintahan bidang 
kctahanan pangan diwadahi dalam bentuk Dinas, 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 



Kepala Dinas bertugas memimpin, rnembina, mengkoordinasikan pelaksanaan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan 
bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fUngsi Dinas. 

Pasal 9 

Baglan Kesatu 
Kepala Dlnas 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

(1) Su sun an orgamsasi Dinas, terdiri atas : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Ridang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; 
d. Bidang Distribuai clan Cadangan Pangan; 
e, Bidang Konsurnsi dan Keamanan Pangan; 
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susu nan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l] 
tercanturn pada lampiran yang rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Walikota ini. 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasl 

Dalam melaksan.akan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan 

pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi 
dan keamanan pangan; 

b, pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan 
pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeka.ragaman konsurnsi 
dan keamanan pangan; 

c. koordinasi penyed.iaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan 
pangan, kerawanan pangan, distrihuai pangan, cadangan pangan, 
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, 
kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, 
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 

e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di 
bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, 
cad.angan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 

f. pelaksaanaan admi.n.ist.rasi dinas; dan 
g. pc}aksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsi Dinas. 

Pasal 7 



(I) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tu gas 
rnelaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan dan 
kerawanan pangan. 

Pasal 14 

Bagian Ketiga 
Bidang Ketersedlaan dan Kerawanan Pangan 

(1) Sub Bagian Perencanaan. Keuangan clan Pelaporan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat. ( l) huruf a, bertugas rnelaksanakan penyiapan bahan 
perumusan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi dan pelaporan urusan 
perencanaan, adrninistrasi keuangan dan pelaporan Dinas. 

(2) Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat (l) huruf b, bertugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi 
antar bidang, pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, 
kerumahtanggan, ketatausahaan, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan, 
urusan kepegawaian, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah. 

Pasal 13 

(1) Sekretariat, terdiri at.as : 
a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dao Pelaporan; dan 
b. Sub Bagian Um.um dan Kepcgawaian; 

(2) Sub Bagian sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris, 

Pasal 12 

Dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), 
Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang di 

bi.dang ketabanan pangan; 
b. pembinaan dan pemherian dukungan adrntnistrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, 
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi; 

c. pernhinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 
d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan; 
e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan 
f. pelaksanaan fungsi Jain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 11 

(1) Sekretariat bertugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi 
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris 
yang berada di bawah clan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 10 

Bagian Kedua 
Sekretariat 



(1) Seksi Ketersediaan dan Sumberdaya Pangan sebagaimana dimaksuct dala.m 
Pasal 16 ayat (1) huruf a, bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi, 
pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta 
pcmbcrian pcndampingan, pcmantauan dan evaluasi kctersediaan dan 
surnberdaya pangan. 

(2) Seksi Kerawanan Pangan sebagai.mana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf b, bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, 
penyusunan clan pelaksanaan kebijakan, pernantapan, serta pemberian 
pendampingan, pemantauan, dan evaluasi penanganan kerawanan 
pangan. 

Pasal 17 

(1) Bidang Ketersediaan ctan Kerawanan Pangan, terdiri at.as: 
a. Seksi Ketersediaan clan Sumberdaya Pangan; clan 
b. Seksi Kerawanan Pangan. 

(21 Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipirnpin oleh Kepala Seksi 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. 

Pasal 16 

Dalam melaksanakan rugas sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 14 ayat (1), 
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan 

kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan 
surnber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; 

b. penyiapan penyusunan bahan rurnusan kebijakan ctaerah di bidang 
ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan 
infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan 
lainnya; 

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan 
kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan 
sumber daya pendukung ketahanan pangan lairmya; 

ct. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, 
penanganan kerawanan pangan dan kocrdinasi penyediaan infrastruktur 
pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; 

e. penyiapan pernantapan program di bidarig ketersediaan, penanganan 
kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pa.ngan, dan 
sumber daya penduku.ng ketahanan pangan lainnya; 

f. pel.a.ksanaan pernantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
ketersediaan, penanganan .kerawanan pangan clan koord.inasi penyedlaan 
infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan 
lainnya: dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

Pasal 15 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 



(1) Bldang Konsumsi dan Kearnanan Pangan mernpunyai tugas melaksanakan 
koordinasi, perumusan dan kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan 
pangan. 

Pasal 22 

Bagian Kelima 
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan 

(lJ Seksi Distribusi dan Harga Pangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 20 
ayat (1) huruf a, bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian 
pendampingan dan evaluasi distribusi dan harga pangan. 

(2) Seksi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) 
huruf b, bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, 
penyusunan clan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serla pernberian 
pendampingan, pemantauan dan evaluasi ketersediaan cadangan pangan. 

Pasal 21 

( 1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, tcrdirl atas : 
a. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan 
b. Seksi Cadangan Pangan. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (.1), dipirnpin oleh Kepala Seksi 
yang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Ridang 
Distribusi dan Cadangan Pangan. 

Pasal 20 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 18 ayat (1), 
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan Iungsi : 
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi distribusi, harga dan cadangan pangan: 
b. penyiapan penyusunan bahan rurnusan kebijakan daerah dalam 

pelaksanaan distribusi, harga clan cadangan pangan; 
c. pemberianpendampinganpelaksanaankegiatan distribusi, harga clan 

cadangan pangan; 
d. penyiapan pemantapan program pelaksanaan distribusi, harga dan 

cadangan pangan; 
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan distribusi, harga 

dan cadangan pangan; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai <lengan tugas 

dan fungsinya. 

Pasal 19 

(1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan evaluasi di bidang distribusi 
dan pencadangan pangan. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang bcrada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 18 

Baglan Keempat 
Bidang Distrlbusi dan Cadangan Pangan 



(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional 
dan/atau teknis penunjang tertentu, 

(2) Kcpala Unit Pclaksana Tcknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

PasaJ 26 

Bagian Keenam 
Unit Pelaksana Tekn•s Dinas 

(1) Seksi Konsumsi Pangan dan Penganekaragaman Pangan sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, bertugas melaksanakan 
penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan, pemanrapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan 
evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan 
pengembangan pangan lokal. 

(2) Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) 
huruf b, bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pernantapan, serta pernberian 
pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan. 

Pasal 25 

(l) Bidang Konsumsidan Keamanan Pangan, terdiri atas : 
a. Seksi Konsumsi dan Penganeka.ragaman Pangan; dan 
b. Seksi Keamanan Pangan. 

(2) Seksl sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ, dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bi.dang 
Konsumsi dan Keamanan Pangan. 

Pasal 24 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (I), 
Bidang Konsurnsi dan Kcamanan Pangan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, 

penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; 
b. penyusunan bahan rurnusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, 

penganekaragarnan konsurnsi pangan, dan keamanan pangan; 
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, 

penganekaragarnan konsumst pangan, dan keamanan pangan; 
d. pemberian pendarnpingan pelaksanaan kegiata.n di bidang konsumsi 

pangan, penganekaragaman konsurnsi pangan, dan keamanan pangan; 
e, penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, 

penganekaragarnan konsumsi pangan, dan keamanan pangan; 
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan. di bidang 

konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan 
pangan;dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 23 

(2) Bidang Konsumsi dan Kearnanan Pangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 



(1) Dalam mela.ksana.kan rugasnya Kepala Dinas, Sekretaris Kepala Bidang 
dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi menerapka.n prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi 
lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit orgarusasi dan kelompok tenaga 
fungsio:nal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
baik dalam lingkungan masing-masing rnaupun antar satuan organisasi di 
lingkup Dinas scrta dcngan instansi lain di Iuar Dinas sesuai dengan tugas 
masing-masing. 

(3) Setiap pimpinan unit organisasi di Iingkup Dinas wajib melaksanakan 
pcngawasan mclekat. 

Pasal 29 

BABV 
TATAKERJA 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 
terdiri dari sejurnlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan 
fungsional yang rerbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang 
keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipirnpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh 
Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya bcrtanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 28 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas rnelaksanakan sebagian tugas 
teknis Dinas sesuai bidang keahliannya. 

Pasal 27 

Bagian Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fungsional 

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Dlnas. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis 
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih Janjut dengan 
Peraturan Walikot.a setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada 
Gubernur Sulawesi Tenggara selaku Wakil Pemerintah Pusat. 



Pada saat peraturan Walikota ini rnulai berlaku, bagi pejabat yang saat ini 
sedang menduduki jabatan tetap rnelaksanakan tugasnya sampai dengan 
penyesuaianjabatan sesuai dengan nomcnklatur baru di lingkungao Dinas 

Pasal 34 

BAB VII 
KETENTUAN PERALlHAN 

(I) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural 
di Lingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan 
yang berlaku. 

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali.kota atas usul 
Sekretaris Daerah. 

(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimplnan tinggi 
pratarna. 

(4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon llla atau jabatan 
administrator. 

(5) Kepala Bidang lingkup Dinas rnerupakan jabatan eselon ITTb atau jabatan 
administrator. 

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Iingkup Dinas merupakan jabatan 
eselon IVa atau jabatan pengawas. 

(7) Pejabar eselon lTI atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan 
pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota 
atas usul Kepala Dinas rnelalui Sekreta.ris Daerah. 

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

Pasal 33 

BAB VI 
KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN 

PEMBERHENTIAN DAL.AM JABATAN 

Atas dasar pcrtirnbangan daya guna dan basil guna masing-rnasing pejabat 
dalam li.ngkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan 
tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 32 

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris rnelakukan tugas-tugas 
Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalarn hal Sekretaris berhalangan sebagal pelaksana Kepala Dinas dapat 
menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk 
mewakili Kepala Dinas. 

Pasal 31 

Dalarn melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibanru oleb kepala satuan 
organlsasl bawahannya dan dalarn rangka pemberian bimbin.gan kepada 
bawahann_ya wajib mengadakan rapat berkala. 

Pasal 30 

-, 



~ 
HJ. NAHWA UMAR 

BERITA DAERAH KOTA KENDAR! TAHUN 2020 NOMOR 3 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal, :Z 3 - I - 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
ROTA KENDARI 

WALIKOTA 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal, '.l 3 _ 1 _ 2020 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mcngctahuinya, memerirrtahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kora Kendari. 

Paso.136 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku , Peraturan Walikola Kendari 
Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kota Kendari (Bcrita Daerah Kota 
Kendari Tahun 2016 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 35 

BAB Vitt 
KETENTUAN PENUTUP 

• 

• 



K,t1, 

WALIKOT PARAF KOORDiNASI . 
PAF!AF 

I Kepala Dinos 

r I 
Jabata~ Fur,gslonal Sekre larfal I 

I 
I I 

s,~ lloi)an 
SubBaglgn Perencanaan, 

Keuangan dan Unumdan 
Peiaporan Ke~n 

I ' I 
Bld,ng Bldong 8idori,3 

KAte<SAdiaoo dan 0-Shibusi da.1 Cadarigan Konsums, can 
Kerawanan Xetaha:,an Kecahanan Po11gan Keamanan Kelaha1;an 

Pangan Pang~n 

I I I 

Seksi Seksi 
Seksi ~onsumsi dan K•!ersedlaan dan L. Dlsl~busl dan .... ~ Penganekeragamsn Rumoomoya Harga Pangan 

Pangan Pangan 

Seksi Sek& Seks~ 
Kerct«aran ?wf:}a11 L. CJdanga, Pangar ~ Ke-ananan Pangan 

UNIT PELAKSANA TEKNIS OINAS 
'- 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA KENDARI 

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARl 
NOMOR s TAHON 2020 
TANGGAL : JJ. _ I. 2020 • 

• 
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